
BUPATI BADUNG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI BADUNG 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

MAL PELAYANAN PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan eraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 23

Tahun 2017 telah diatur mengenai Penyelenggaraan Mal

Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiBNomor 11

Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan

Mal Pelayanan Publik tahun 2018 Kabupaten Badung

ditetapkan sebagai Kabupaten Percontohan Mal

Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati  tentang Mal Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 ahun 1958 tentang Daerah-

daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingat II

Bali, Nusa Tenggara Barat an Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

 
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 

Modal; 

 
8. PeraturanPresidenNomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design ReformasiBirokrasi 2010 – 2025; 

 
9. PeraturanPresiden Nomor 91 tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Mal PelayananPublik; 

 

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang 

Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 

Tahun  2018; 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 

2016 tentang Pembentukan, dan susunan Perangkat 

Daerah; 

 
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pemberian Mandat Dari Bupati Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Badung Dalam Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan; 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 

 
3. Bupati adalah Bupati Badung. 

 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Badung. 
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5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP 

adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. 

 
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah Kabupaten Badung selaku pengguna 

anggaran/barang. 

 
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

 
8. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya 

kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik 

atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang 

merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat 

maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka 

menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, 

aman, dan nyaman.  

 
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata 

untuk kegiatan pelayanan publik. 

 
10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang 

selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah 

satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada 

di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-

undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 

pelayanan publik. 
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11. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan 

pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang 

dilaksanakan dalam satu tempat dan diawasi oleh sistem 

pengendalian manajemen guna mempermudah, 

mempercepat dan mengurangi biaya. 

 
12. Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat 

K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah. 

 
13. Non KementerianatauLembaga yang selanjutnyadisingkat 

non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha 

Swasta. 

 
14. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang 

mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan 

teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
15.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan 

terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 

keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 

 
16.Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin 

kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

 
17.Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau 

dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan 

hukum. 

 
18.Izin adalah dokumen yang diterbitkan bersadarkan 

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang 

merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau 

diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum 

untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu. 
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19.Non izin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya 

berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya 

yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan 

hukum. 

 
BAB II 

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

 

(1) Mal Pelayanan Publik bertujuan: 

a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, 

keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan; dan 

b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan 

kemudahan berusaha di Indonesia. 

 

(2) Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip: 

a. keterpaduan; 

b. berdaya guna; 

c. koordinasi; 

d. akuntabilitas; 

e. aksesibilitas;  

f. kenyamanan; dan 

g. bebas dari pungutan liar. 

 

Pasal 3 

(1) Mal Pelayanan Publik diselenggarakan olehPerangkat Daerah yang 

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu. 

(2) Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan 

perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah/swasta. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK 

BagianKesatu 

Manajemen Mal PelayananPublik 

Pasal 4 

 
(1) DPMPTSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola 

operasional Mal Pelayanan Publik. 

(2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) DMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap 

pelaksanaann tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 
BagianKedua 

SumberDayaManusia 

Pasal 5 

 
Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 

terdiri dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah/Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 

Daerah/Swasta. 

 
BagianKetiga 

Mekanisme Pelayanan 

Pasal 6 

 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melibatkan institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan untuk kegiatan 

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untukkegiatan 

pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakanbagian yang tidakterpisahkandari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 7 

 
(1) Mekanisme pelayanan yang dilakukan oIeh K/L atau non K/L 

dalam Mal Pelayanan Publik dilakukan melalui mekanisme 

Perjanjian Kerja Sama antara Bupati dengan K/L dan/atau Non 

K/L yang dilakukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah. 

(2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh K/L dan /atau Non 

K/L menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-Undangan. 

(3) Setiap Instansi dan/ atau Lembaga penyelenggara pelayanan 

publik yang ada dalam Mal Pelayanan Publik bertanggung jawab 

atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan 

tugas dan fungsi dari Instansi dan/ atau Lembaga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 8 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan publik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam 

Kesepakatan dan/Perjanjian Kerja Sama. 

 
BAB IV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 9 

 
(1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen 

pelaksanaan anggaran DPMPTSP dan sumberlain yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)   Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari : 

a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;  

b. pengelolaan gedung; dan 

c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi 

peralatan kerja. 

(3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. 

(4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadibeban dan tanggung jawab masing-masing Instansi 
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dan/lembaga Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tugas pokok 

dan fungsi. 

 
BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 10 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
Pasal 11 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten  Badung. 

 

Ditetapkan di Mangupura 

pada tanggal  20 Maret 2018 

 

BUPATI BADUNG, 

 

TTD 

 

I NYOMAN GIRI PRASTA 

Diundangkan di Mangupura 

pada tanggal 20 Maret 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 

 

TTD 

 

I WAYAN ADI ARNAWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 11 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

      TTD 

    Komang Budhi  Argawa,SH.,M.Si. 

         NIP. 19710901 199803 1 009 

 


